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Nur Arifin
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Abstrak

Di Indonesia, perihal aborsi antara lain di atur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Dalam BAB 1V pasal 31
Peraturan tersebut disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan
kedaruratan medis atau akibat perkosaan dengan mensyaratkan usia kehamilan
belum mencapai 40 hari pada kasus perkosaan. Lahirnya Peraturan Pemerintah di
atas sebagai aturan terbaru memunculkan pro dan kontra di masyarakat Persoalan
yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah ketentuan hukum
aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014? Dan Bagaimanakah
perspektif hukum Islam  tentang ketentuan hukum aborsi pada Peraturan
Pemerintah Nomor 61 tahun 2014?.

Peelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (library research, yaitu
jenis penilitai yang objek utamanya adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan
dengtan pokok pembahasan dan juga literature literature lainya. Pengambilan data
dari penilitian ini berdasarkan dokumen berupa buku-buku dan peraturan
pemerintah tentang kesehatan reproduksi. Data tersebut kemudian peulis analisis
dengan metode deskriptif analisis dan content analysis.

Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan tentang
hukum aborsi dalam persepektif hukum Islam pada peraturan pemerintah nomor
61 tahun 2014, dapat disimpulkan bahwa: (1) ketentuan hukum aborsi pada
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 pada prinsipnya sejalan dengan
ketentuan peraturan pidana yang ada, Yyaitu melarang setiap orang untuk
melakukan aborsi, hamun mengizinkan untuk melakukan aborsi dalam keadaan
indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai Pengecualian atas Larangan
Aborsi. (2) Ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun
2014 dalam persepektif hukum Islam adalah boleh boleh sesuai dengan pendapat
para ulama dan prinsip kemaslahatan.

Keyword: “Hukum Aborsi, Kesehatan Reproduksi, Hukum Islam”
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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini mengalami krisis moral terutama pada kalangan usia
remaja. Perubahan fisik dan seksual atau bio-seksual mempunyai arti penting
dalam psiko-sosialnya bila dibandingkan dengan perkembangan tingkah laku
seksual. Dalam bidang seksual tidak ada alasan untuk melakukan tingkah laku
seksual dengan segera, karena adanya norma sosial yang membolehkan hubungan
seksual setelah menikah.'

Aborsi merupakan realitas sosial yang akhir-akhir ini semakin mengejala
di tengah-tengah masyarakat. Maraknya praktik aborsi menjadi fenomena
tersebut ke dalam tingkat yang lumrah. Ironisnya, aborsi mendapatkan
justifikasinya oleh beberapa kalangan. Aborsi dipandang sebagai salah satu
bentuk otonomi perempuan atas tubuhnya. Aborsi merupakan bagian dari hak
reproduksi, dan ini berarti perempuan memiliki hak untuk mendapatkan
pelayanan aborsi yang aman. Lebih dari itu, hak reproduksi yang terkualifikasi
dalam instrumen Hak Asasi Manusia semakin memuluskan praktik aborsi dan
memperuncing kompleksitas dampak-dampaknya.”

Pemberitaan di televisi nasional menayangkan tentang berita prostitusi

online. Salah satu target operasinya menimpa pada kalangan remaja baik di

' Sri Rumini & Siti Sundari, Perkembangan Anak & Remaja (Jakarta: Rineka Cipta,
2004), hlm. 65.
* Istibjaroh, Aborsi dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam (Yogyakarta: PT LKIS
Printing Cemerlang, 2012). him. 1.



perkotaan maupun di pedesaan. Remaja merupakan objek sasaran yang sangat

mudah untuk dijadikan sasaran kejahatan seksual karena remaja memiliki

keingintahuan yang sangat besar terhadap lawan pasangannya dan keingintahuan
terhadap pengetahuan seks, tanpa mengetahui dampak ketika terjadi kehamilan.

Sehingga terjadi kehamilan yang tidak diinginkan dengan pergaulan bebas.

Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja dapat disebabkan oleh faktor-

faktor sebagai berikut:’

1. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

2. Faktor dari diri dalam remaja sendiri yang kurang memahami swadarmanya
sebagai pelajar.

3. Faktor dari luar yaitu pergaulan bebas.

4. Berkembangnya teknologi media komunikasi yang semakin cangggih yang
memperbesar kemungkinan remaja mengakses apa saja termasuk hal-hal
negatif.

Kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja dapat memicu terjadinya
pengguguran kandungan atau aborsi. Eny kusmiran dalam bukunya Kesehatan
Reproduksi Remaja Dan Wanita menjelaskan Secara psikoligis, bahwa pada saat
remaja mengalami kehamilan di luar nikah, mereka akan cenderung mengambil
jalan keluar seperti menggugurkan kandungan atau aborsi.”

Aborsi ini dapat memicu kematian jika tidak ditangani oleh ahli spesialis

medis. Data menyebutkan bahwa kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30%.

* Eny kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita (Jakarta: Salemba Medika,
2014 ), hlm. 36.
* Eny Kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita................. , hlm. 8.



Sementara itu, laporan 2013 dari Australian Consortium For In Indonesian
Studies menunjukan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di
Indonesia terjadi 43% aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan
oleh perempuan di perkotaan sebesar 78% dan perempuan di perdesaan 40%.’

Suryani Soepardan dan Dedi Anwar Hadi Etika Kebidanan Dan Hukum
Kesehatan memberikan gambaran studi kasus yang terjadi oleh seorang ibu
berusia 28 tahun benama Angela mengalami kekhawatiran dengan penundaan
persalinan. Setelah menjalani scan, diketahui bahwa janinnya mengalami
pendarahan. Pada usia kehamilan 33 minggu, muncul pendarahan baru dan
prognosisnya memburuk. Angela disarankan untuk menjalani terminasi
kehamilan aborsi sebagai satu-satunya pilihan terbaik. Oleh dokter
kandungannya, mereka dijelaskan mengenai beberapa prosedur yang harus
dijalani.®

Dalam sudut pandang Islam, aborsi termasuk salah satu tindakan
menghilangkan nyawa manusia walaupun usia yang ada dalam kandungan masih
dalam bentuk janin. Aborsi dalam bahasa Arab menggunakan istilah ijhad,
merupakan bentuk masdar dari ajhada, yang artinya, wanita yang melahirkan
anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaanya. Dalam

pengertian lain menggugurkan kandungan dibatasi pada lahirnya janin karena

SUtami Diah kusumawati, “Tercatat Angka Aborsi Meningkat Di Perkotaan,*
Http:/www.cnnindonesia.com diakses 3 Juni 2015, pukul 20.00.

® Suryani Soepardan dan Dadi Anwar Hadi, Etika Kebidanan & Hukum Kesehatan
(Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2005), him.148.



http://www.cnnindonesia.com/

dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain atas permintaan dan
kerelaanya. ’

Ulama-ulama mazhab sepakat tentang ketidakbolehan aborsi setelah
ditiupnya ruh ke dalam janin. Namun mereka berbeda pendapat terkait hukum
aborsi sebelum ditupnya ruh ke dalam janin. Menurut ulama Zaidiyah,
sekelompok ulama Hanafiyyah, sebagian ulama Syafi’iyyah, serta sejumlah
ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengatakan boleh hukumnya secara mutlak
tanpa harus ada alasan medis. Sebagian ulama Syafi’iyyah dan Hanafiyyah
mengatakan boleh hukumnya jika ada alasan medis dan makruh jika tanpa ada
alasan. Sebagian ulama Malikiyyah berpendapat hukumnya makruh secara
mutlak. Sedangkan menurut pendapat yang mu’tamad dari kalangan Malikiyyah
hukumnya haram.®

Yusuf al-Qaradawi dalam Fatwa Kontemporer menyebutkan bahwa
menggugurkan kandungan pada dasarnya dilarang semenjak bertemunya sel
sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dari keduanya muncul makhluk
yang baru dan menetap di dalam tempat menetapnya yang kuat didalam rahim.’

Di dalam perkembangan fenomena aborsi di Indonesia, Majelis Ulama
Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa mengenai jawaban atas permasalahan
hukum aborsi. Sebagai salah satu rujukan MUI menentukan keputusan mengenai

hukum aborsi tertuang di dalam al-Qur’an Surat al-An ‘am ayat 151.

7 Muhammad Nu’aim yasin. Fikih kedokteran terj. Munirul Abidin, al-Mishbah al-
Munir. (Jakarta: Pustaka Al- Kautsar, 2001), hlm. 193

¥ Hijrah Saputra dkk (ed), Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,
(Jakarta: Sekertariat Majelis Ulama Indonesia), hlm. 460.

® Yusuf al-Qaradawi, Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani Press,
1995 ), hlm. 879.



Dalam fatwa yang pertama, MUI menyatakan bahwa aborsi hukumnya
haram baik setelah nafkh ruh maupun sebelumnya kecuali ada alasan medis atau
alasan lain yang dibenarkan oleh syari’at Islam. dalam fatwa yang kedua MUI
memberikan ketentuan bahwa batas kebolehan aborsi adalah sebelum usia janin
40 hari. Kebolehan tersebut juga dengan syarat-syarat tertentu. '’

Di Indonesia, perihal aborsi antara lain di atur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014. Dalam pasal 31 Peraturan tersebut
disebutkan bahwa aborsi boleh dilakukan dengan alasan kedaruratan medis atau
akibat perkosaan dengan mensyaratkan usia kehamilan belum mencapai 40 hari
pada kasus perkosaan.

Lahirnya Peraturan Pemerintah di atas sebagai aturan terbaru
memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Oleh karenanya perlu ada studi
untuk melihat lebih jelas isi ketentuan sekaligus alasannya dilihat dari perspektif
hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kemudian penulis tertarik
untuk meneliti tentang hukum aborsi dengan judul “HUKUM ABORSI (Studi
Analisis Pasal 31-39 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang

Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Hukum Islam).”

B. Penegasan Istilah
Untuk menghindari kesalahan dan perbedaan pandangan sekaligus
pijakan dalam pembahasan selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini, antara lain

sebagai berikut :

' Hijrah Saputra dkk (ed), Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,
(Jakarta: Sekertariat Majelis Ulama Indonesia), hlm. 399.



1. Aborsi

Aborsi atau abortion menurut pengertian bahasa adalah terpancarnya
embrio, yang tidak mungkin hidup sebelum habis empat bulan dari kehamilan
sehingga menyebabkan keguguran.'!

Berdasarkan pengertian aborsi di atas dapat dikatakan bahwa aborsi
adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan
mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin itu dapat hidup di luar
kandungan. '

Yang dimaksud aborsi dalam skripsi ini adalah suatu perbuatan untuk
mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan
sebelum tiba masa kelahiran secara alami.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dimaksudkan dalam
pembahasan mengatur kesehatan reproduksi yang menyangkut keadaan
secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari
penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistim, fungsi, dan proses
reproduksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan
reproduksi ~ merupakan peraturan tentang kesehatan reproduksi yang
memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta menata konsep-

konsep yang berhubungan dengan hukum yang mengatur penyelenggaraan

1 Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta; Depdikbud, 1980), him. 2.
'’ M Ali Hasan, Masail Fighiyah al- Haditsah Pada Masalah —Masalah Kontemporer
Hukum Islam, (Jakarta: Grafindo Persada, 1998 ), him. 44.



reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis
dan perkosaan pada tindakan aborsi, pelayanan kesehatan ibu, serta
penyelenggaraan kehamilan di luar cara alamiah agar berjalan sesuai norma-
norma yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Yang dimaksud Peraturan pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang
kesehatan reproduksi dalam skripsi ini adalah peraturan pemerintah nomor 61
tahun 2014 yang mengatur tentang tanggungjawab pemerintah dan
pemerintah daerah, pelayanan kesehatan ibu, indikasi kedaruratan medis dan
perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, reproduksi dengan
bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah, pendanaan, dan pembinaan,
serta pengawasan penyelenggaraan kesehatan reproduksi dengan pemerintah.
Dalam skripsi ini memfokuskan pada ketentuan hukum aborsi dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 yaitu pada pasal 31 sampai
dengan pasal 39.

3. Persepektif Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam dalam
pengertian dalil yang bersumber dari al-Qur’an, hadis dan pandangan ulama
mazhab mengenai peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan
yang digali dari dalil-dalil yang terperinci."

Sedangkan persepektif hukum Islam dalam skripsi ini adalah hukum
aborsi yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis, kaidah-kaidah fikih,

pandangan ulama klasik yang diwakili oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i,

" Muhammad Iqbal, Figih Siyasah, Kontenstual Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2000), him. 44.



Hanbali dan juga dari pandangan ulama kontemporer serta peraturan-

peraturan Islam lainnya yang digali dari dalil-dalil yang terperinci.

C. Rumusan Masalah
Untuk lebih mempermudah alur pembahasan pada skripsi ini, maka pokok
permasalahan yang akan penyusun bahas dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimanakah ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61
tahun 2014?
2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam tentang ketentuan hukum aborsi pada

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014?

D. Tujuan Dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum aborsi pada peraturan
pemerintah nomor 61 tahun 2014 dan hukum Islam
b. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang hukum aborsi pada PP
Nomor 61 tahun 2014
2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritik, penelitian ini berguna untuk mengetahui bagaimana
hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun serta untuk
mengetahui perspektif hukum Islam tentang aborsi .
b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran

kepada masyarakat secara umum tentang hukum aborsi berdasarkan



hukum Islam dan PP Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan

Reproduksi

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang hukum kesehatan reproduksi dan aborsi memerlukan
kajian pustaka yang kuat agar penelitian yang penulis selesaikan dapat
menghasilkan teori dan analisis serta dapat menjawab permasalahan yang
dibahas.

Eny Kusmiran dalam bukunya yang berjudul Kesehatan Reproduksi
Remaja Dan Wanita, membahas mengenai aborsi pada remaja bahwa resiko yang
timbul akibat aborsi disebutkan bahwa :'*

1. Resiko kesehatan dan keselamatan

2. Resiko psikologis

3. Resiko psikososial

4. Dan yang terakhir resiko masa depan remaja dan janin yang dikandung.

Yanti dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Kesehatan Reproduksi
(Bagi Mahasiswa DIl Kebidanan) membahas poin-poin penting konsep dasar
kesehatan reproduksi. Menegenai salah satunya membahas pentingnya hak-hak
reproduksi adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang, baik laki-laki maupun
perempuan (tanpa memandang perbedaan kelas sosial, suku, umur, agama, dan

lain-lain."

" Eny kusmiran, Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita, (Jakarta: Salemba Medika,
2011 ), hlm. 51-52.

" Yanti, Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Bagi Mahasiswa DIII Kebidanan
(Yogyakarta: Pustaka Rihana), hlm. 22.
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Buku yang lain yaitu yang ditulis oleh Suryani Soepardan dan Dadi
Anwar Hadi, Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan dari konsep persalinan
normal membahas mengenai waktu yang efektif dalam pengeluaran janin agar
dapat memelihara kesehatan antara ibu dan janin.'®

Dalam Eksiklopedi Hukum Islam mengenai aborsi menurut hukum Islam
membagai tindakan aborsi terbagi menjadi dua tahap yaitu tahap sebelum
ditiupkan ruh dan aborsi setelah ditiupkan ruh.'’

Dalam bukunya Muhammad Nu’aim Yasin yang berjudul Figih
Kedokteran buku ini membahas mengenai pengguguran kandungan dibatasi pada
lahirnya janin karena dipaksakan oleh ibunya atau dipaksakan oleh orang lain
atas permintaan dan kerelaan dengan tujuan pembahasanya adalah menjelaskan
hukum Islam tentang tindakan aborsi.'®

Penelitian sekripsi yang dilakukan oleh Uswatun Nur Khasanah, [AIN
Purwokerto, dengan judul Hukum Aborsi Hasil Perkosaan Menurut Yusuf
Qaradawi menjelaskan pandangan serta istinbat hukum Yusuf Qaradawi
mengenai hukum aborsi dari hasil perkosaan. Di antara pandangannya yaitu
aborsi boleh dilakukan apabila ‘wuzZur-nya semakin kuat, maka rukhsah-nya
semakin jelas dan bila hal itu terjadi yang demikian lebih dekat kepada rukhsah

(kemurahan/kebolehan)."’

' Soeryani Supardan, Etika Kebidanan dan Hukum Kesehatan (Jakarta; Buku
Kedokteran EGC, 2005 ), hlm. 29.

'7 Abdul Aziz Dahlan, et. A. Ensiklopedi Hukum, hlm.8-9.

'® Muhammad Nv’aim yasin. Fikih Kedokteran terj. Munirul Abidin. A/ Mishbah Al-
Munir. Jakarta : Pustaka Al- Kautsar, 2001, him. 193.

1 Usawatun Nur Khasanah, Hukum Aborsi Hasil Perkosaan Menurut Yusuf Qaradawi,
IAIN Purwokerto, Skripsi tidak diterbitkan, 2011, him. 8.
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Khofifatul Inganah dalam sekripsinya yang berjudul Aborsi Pada Janin di
Bawah Usia Empat Bulan dalam Perspektif Hukum Islam menjelaskan tentang
boleh dan tidaknya pandangan hukum Islam terhadap tindakan aborsi pada janin
di bawah usia empat bulan.”

Adapun orientasi skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum
Islam terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang indikasi
kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Dari
berbagai literatur yang penulis temukan, belum ada yang secara khusus meneliti
terkait hukum aborsi dalam PP Nomor 61 tahun 2014. Oleh karena itu penelitian
ini menemukan relevansinya untuk melengkapi penelitan-penelitian yang sudah

ada.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data
dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam mempermudah penulis melakukan
penelitian, maka perlu penulis menggunakan beberapa metode penelitian,
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian studi
kepustakaan (/ibrary research), yaitu jenis penelitian yang obyek utamanya

adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan

%0 Khofifatul Inganah, Aborsi Pada Janin di Bawah Usia Empat Bulan dalam Perspektif
Hukum Islam, IAIN Purwokerto, Skripsi tidak diterbitkan, 2008, hlm. 7.
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juga literature-literatur lainya.21 Pengambilan data dari penelitian ini
berdasarkan dokumen berupa buku-buku dan Peraturan Pemerintah tentang
Kesehatan Reproduksi.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data, menurut sumbernya data dibedakan
menjadi dua yaitu primer dan sekunder. *
a. Sumber data primer
Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari
subyek penelitian dengan menggunakan alat ukur atau alat pengambilan
data secara langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.”
sumber data primer dalam penulisan skripsi ini adalah Sumber data primer
berupa dokumen Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang
Kesehatan Reproduksi.
b. Sumber data sekunder
Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang mengutip dari
sumber lain.** Sebagai sumber data penunjang, terutama karya-karya
pengarang lain yang cukup membantu dalam mengurai teori-teori dalam

sumber buku primer dijadikan referensi sehinga dalam pembahasan skripsi

lebih terarah.

! Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta,
(Ed, Rev.), 1995), him. 11.

2 Soerjono, Soekanto, Penelitian Hukum Normative, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2001), hlm. 13.

# Saefudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 170.

* Ibid., him. 170.
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Adapun sumber sekunder yang dapat dijadikan sebagai referensi di
antaranya :

1) Muhammad Nu’aim Yasin Figih Kedokteran.

2) Istibsjaroh Aborsi Hak-Hak Dalam Islam.

3) Eny Kusmiran Kesehatan Reproduksi Remaja Dan Wanita.

4) Suryani Soepardan Etika Kebidanan Dan Hukum Kesehatan.

5) Yanti kesehatan buku Ajar Kesehatan Reproduksi Untuk Mahasiswa
Kebidanan.

6) M Ali Hasan dengan bukunya Masail Figiyah Al-Haditsah Maslah
Masalah Kontemporer Hukum Islam.

7) Buku serta referensi lain yang dapat memberikan penjelasan dalam teori
permaslahan dalam skripsi ini seperti kitab-kitab dan buku-buku figih
Islam, internet, dan artikel.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kategori /library research, sehingga teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi,
yaitu berupa suatu alat pengumpulan data yang dilakukan secara tertulis,”
Data- data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel berupa transkip,
catatan buku, surat kabar, majalah yang membahas mengenai permasalahan
tentang kesehatan reproduksi dan aborsi data yang diperoleh selanjutnya
dideskripsikan dengan metode analisis secara kualitatif.

4. Teknik Analisis Data

¥ Soejono Soekanmto, Pengantar Penelitian Hukum ( Jakarta: UI Press, 1986 ), him. 21.
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Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif
analisis, yaitu menggambarkan dan menjelaskan tentang ketentuan tentang
ketentuan hukum kesehatan reproduksi dan aborsi yang ada dalam Peraturan
Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan hukum
Islam.

Kemudian mengkaji secara content analysis diartikan sebagai analisis
isi atau kajian isi.”® Analisis atau kajian isi itu sendiri diartikan sebagai
apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menentukan
karakteristik pesan dan dilaksanakan secara obyektif dan sistematis.

Content analysis digunakan untuk mengetahui bagaimana isi dari
Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi

dilihat dari sudut pandang hukum Islam.

G. Sitematika Pembahasan

Untuk memahami penulisan terhadap skripsi ini maka penulis menyusun
sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah,
penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tinjauan umum tentang reproduksi dan aborsi
sebagai rujukan terori yang digunakan sebagai bahan analisis. Bab ni mencakup

tiga sub bab pokok yaitu 1) Reproduksi yang meliputi pengertian reproduksi,

* Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajahmada
Universitas Press, 2003), hlm. 68.
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permasalahan kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, tujuan kesehatan
reproduksi; 2) Aborsi yang meliputi pengertian aborsi, macam-macam aborsi,
dampak- dampak aborsi; dan 3) Pandangan hukum Islam tentang kesehatan
reproduksi dan aborsi.

Bab ketiga membahas secara deskriptif Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 tentang Reproduksi yang meliputi dua sub bab pokok yaitu Isi
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dan Ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Aborsi.

Bab keempat berisi analisis ketentuan hukum aborsi dalam Peraturan
Pemerintah No 61 tahun 2014 persepektif hukum Islam yang terdiri dari dua sub
bab yaitu Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang
ketentuan aborsi dan analisis ketentuan hukum aborsi dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 dalam Persepektif Hukum Islam.

Bab kelima berisi kesimpulan dan saran-saran.



BABYV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan analisis terhadap permasalahan tentang hukum
aborsi dalam persepektif hukum Islam pada peraturan pemerintah nomor 61 tahun

2014, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014
yang tercantum dalam Bab IV pada prinsipnya sejalan dengan ketentuan peraturan
pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, namun
mengizinkan untuk melakukan aborsi dalam keadaan indikasi kedaruratan
medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Pasal yang
mengatur bab tersebut yaitu pasal 31 sampai 39 yang terdiri dari 4 (empat)
bagian dan 9 (sembilan) pasal. Ketentuan pertama tentang aborsi dalam
peraturan pemerintah ini terdapat pada pasal 31 yang menegaskan bahwa
tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis
atau kehamilan akibat perkosaan. Dan tindakan aborsi akibat perkosaan hanya
dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh)
hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Dengan demikian, ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 memperbolehkan praktik aborsi
terhadap indikasi kedaruratan medis si ibu; atau kehamilan akibat perkosaan
kehamilan akibat perkosaan dengan persyaratan dilakukan oleh tenaga yang
sudah mengikuti pelatihan Aborsi dari lembaga yang terakreditasi, mendapat

konseling dari sejak pra aborsi sampai pasca aborsi, kegiatan aborsi dilaporkan

102
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pada dinas kesehatan kabupaten/kota, serta memenuhi ketentuan agama dan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014
sejalan dengan hukum Islam di mana Islam membolehkan aborsi dengan syarat
aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling
lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama klasik yang kebanyakan
memberi toleransi untuk membolehkan aborsi pada 40 hari pertama bagi
wanita hamil korban perkosaan. Ulama kontemporer juga memperbolehkan
melakukan aborsi apabila udzur-nya semakin kuat, maka rukhsah-nya semakin
jelas dan aborsinya dapat dilakukan jika usia kehamilan itu sebelum berusia
empat puluh hari. Jumhur ulama juga membolehkan pelaksanaan aborsi pada
masa al-isqat ad-daruri guna menyelamatkan jiwa si ibu dari ancaman. Selain
itu, hukum aborsi pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 dilihat
dari sudut pandang teori maslahah adalah telah memenuhi kaidah-kaidah

kemaslahatan.

B. Saran

Terkait dengan masalah ketentuan aborsi dalam PP Nomor 61 tahun 2014
dan legalitas dari persepektif hukum Islam, serta problematika aborsi yang
terdapat di dalamnya, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai
berikut:
1. Bagi warga negara Indonesia khususnya perempuan hendaknya mendukung

dan mematuhi peraturan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah di atur
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oleh pemerintah, sehingga tujuan baik dari adanya PP Nomor 61 tahun 2014
dapat terwujud yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi bagi
segenap warga negara Indonesia. Masyarakat hendaknya tidak mencela
perempuan hamil yang melakukan aborsi yang telah sesuai dengan peraturan
pemerintah ini agar tidak menimbulkan dampak tekanan psikologis pada
pihak yang bersangkutan.

. Kepada pemerintah hendaknya berusaha secara maksimal menegakan PP
Nomor 61 tahun 2014 dengan melakukan sosialisasi yang massif kepada
masyarakat, mencukupi kebutuhan dokter yang sesuai ketentuan,
memperlancar pendanaan, dan berusaha keras meniadakan praktik-praktik
aborsi ilegal di masyarakat baik praktik aborsi secara tradisional ataupun
modern, sehingga angka praktik aborsi ilegal dapat selalu ditekan dan hak

asasi manusia dapat dijunjung tinggi.
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